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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara kita
saat ini, khususnya bagi Perekonomian Kota Palembang. Perbankan memiliki peran
strategis karena fungsi utama bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Perbankan No. 10 Tahun 1998 merupakan wadah yang dapat menghimpun dana dan
menyalurkannya kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan
pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf
hidup rakyat banyak.' )

Dalam menjalankan perannya, sangat penting bagi Bank Pemerintah maupun
Bank swasta di Palembang untuk tetap dan selalu menjaga kepercayaan dari
masyarakat Palembang. Karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat
" Palembang, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya
dengan baik. Sehingga tidak berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa
menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum
terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari Bank-Bank

yang bersangkutan.

! Penjelasan Umum UU No 10 Tahun 1998




Dalam perkembangan dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis
pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam
seperti pinjaman, memberi pinjaman mengedarkan mata uang, mengadakan
pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk
benda-benda berharaga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.2

Dari beberapa pengertian atau definisi bank diatas tidak memberikan definisi
secara tegas tentang bank, seperti fungsi utama atau ruang lingkup kegiatan. Definisi
secara tegas baru terlihat sejak dikeluarkannya UU Perbankan yaitu UU No.10 Tahun
1998 Tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka
2 mengatakan bahwa :

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/ bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.’

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Bank adalah lembaga
keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa baik dengan alat
pembayaran sendiri (modal sendiri) atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh
pihak ketiga (simpanan masyarakat) maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat
pembayaran baru berupa uang giral.

Salah satu usaha dari bank yang dikategorikan dari bank umum sebagaimana

diatur dalam pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

2 41 -
Ibid
? Pasal | angka 2 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.



Perbankan adalah memberikan kredit. Dalam pemberian kredit oleh Bank, pada
umumnya bank melakukan penelitian terhadap kelayakan usaha nasabah untuk
memperoleh keyakinan bahwa pengembaliannya akan berjalan lancar.

Namun, kadang — kadang Bank menghadapi masalah kredit yang tidak lancar,
bahkan kredit tersebut menjadi macet.*

Untuk mencegah terjadinya kerugian karena tidak dilunasinya sebagian atau
keseluruhan kredit yané telah disalurkan, bank perlu memperhatikan khusus terhadap
masalah tersebut. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi
keyakinan pihak Bank atas kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya, serta
dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan nasabah.’

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah benar-
benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit.. Analisis
kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan
yang diberikan serta faktor- faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin
bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.®
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang — Undang Pokok Perbankan yaitu

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat 1 yang menyatakan :

* Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia : Bandung PT . Citra Aditya Bakti.
2006. Hlm 71.
Thomas Suyatno, Dasar- Dasar Perkreditan : Gramedia Pustaka Utama 2004. Him. 104.

al ¢ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 1998
m. 77.




»Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
bank wajib melunasi keyakinan atas kesanggupan debitur atau nasabah
untuk melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan”.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.10 Tahun 1998
menerangkan secara yuridis mengenai pengertian dari nasabah bank, yakni
didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank.

Pasal 1 angka 16:

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”

Dalam menggunakan Jasa Bank baik untuk penyimpanan dana atau keperluan
perbankan lainnya diperlukan perlindungan hukum yang diberikan Bank kepada
nasabahnya. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan
dana, maka dikenal dua macam perlindungan nasabah, yakni: -

1. Perlindungan Hukum Secara Tidak Langsung,

Perlindungan hukum secara tidak langsung adalah suatu perlindungan hukum
yang diberikan kepada nasabah penyimpanan dana dari segala resiko kerugian yang
timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh
bank.” Bentuk perlindungan langsung yang diberikan oleh bank antara lain dengan
melaksanakan Prinsip kehati-hatian serta melaksanakan Batas Akhir Pemberian
Kredit (BMPK).

2. Perlindungan Hukum Secara Lan_gsung

7 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke-1, Prenada Media, Jakarta,
2005, Him. 124.



Adapun perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan hukum secara
langsung adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap
kepentingan nasabah p‘enyim"p'an dana terhadap berbagai kemungkinan timbulnya
resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank.?

Namun belakangan ini sering terjadi sangketa atau perselisihan antara bank
dengan nasabahnya dalam pemberian kredit, sehingga menimbulkan kemacetan
dalam pembayarannya. Akibat banyaknya kredit macet akan sangat berat bagi pihak-
pihak yang terkait, yaitu bank itu sendiri dan karyawannya, nasabah, masyarakat dan
perekonomian. Bank yang merasa dirugikan jelas meminta kepada nasabahnya untuk
segera membayar kredit tersebut dalam tempo yang ditentukan oleh pihak bank.
Apabila Nasabah tidak membayar kredit atas pinjaman dananya maka Pihak Bank
akan mengajukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana ke I;engadilan
atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang.9

Salah satu contoh kasus kredit macet yang baru saja terjadi di kota Palembang
seperti yang di alami oleh Hidayat Sadikin Direktur Utama PT Way Hitam,
perusahaan kayu olahan di Palembang. Padahal, dua unit pabrik dan sebuah rumah
toko tiga lantai miliknya sudah dilelang untuk melunasi kredit macet di Bank
Pembangunan Indonesia (Bapindo).Nahasnya, ketiga barang bernilai Rp 37,5 miliar
itu cuma dilelang seharga Rp 1,6 miliar. Hidayat mencoba memperkarakan dugaan

manipulasi pada pelelangan itu. Namun, Kepolisian Daerah Sumatra Selatan ternyata

8Ibid , Him. 132.

% Sudah Perlu Dibentuk, Lembaga Penyelesaian Sangketa Alternatif. Harian Kompas, 13
Februari 2002, Him. 6



menghentikan penyidikan terhadap delapan tersangkanya, antara lain Buntulan
Tambunan, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengurusan Piutang Negara di Palembang.
Hidayat lantas memperkarakan penghentian penyidikan itu melalui praperadilan. i

Hasilnya, Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa penghentian
penyidikan Buntulan dan kawan-kawan tidak sah. Awalnya, pada tahun 1993, hidayat
memperoleh kredit Rp 16,75 miliar dari Bapindo Palembang. Kredit itu
digunakannya untuk tambahan modal kerja dan membeli mesin pabrik. Untuk
jaminan kredit, Hidayat menyodorkan aset perusahaan berupa dua unit pabrik di
Kawasan Industri Pulauborang, Musi Banyuasin, dan sebuah bangunan rumah toko di
Jalan Karet, Palembang. Agunan itu ditaksir senilai Rp 37,5 miliar oleh PT Citra
Selaras Mandiri.

Ménurut Hidayat, penyebab kreditnya macet dkarenakan sel-(itar 165 ribu
hektare hutan konsesi PT. Way Hitam terbakar yang bersifat force majeure (keadaan
memaksa di luar kehendak debitor, sehingga tidak ada lagi kayu yang bisa di olah.
Hidayat lalu mengajukan penjadwalan ulang utang ke Bapindo, tapi tak digubris
kreditor. Akibatnya, agunan kredit berupa dua pabrik dan sebuah rumah toko pun
dieksekusi lewat pelelangan oleh kantor piutang negara. Untuk itu, agunan tadi dinilai
kembali oleh Sucofindo Palembang. Ternyata, aset itu cuma dinilai Rp 1,4 miliar.
Dan, ketika dilelang pada Januari silam, aset itu laku Rp 1,6 miliar. Pelelangan dua
pabrik dimenangi Wong Sui Ling, sementara lelang rumah toko dimenangi Teguh.

Kontan Hidayat mencium bau manipulasi di balik lelang yang menilai rendah

% http://www.google.com Diakses pada hari senin tanggal 30 Juni 2008 Pada Jam 12.00 WIB


http://www.google.com

aset perusahaannya. Menurutnya kalaupun terjadi penyusutan, perbedaan nilai aset
tak mungkin sebanyak itu. Itu sebabnya, Hidayat melaporkan Buntulan dan tujuh
orang lainnya ke Kepolisian Daerah Sumatra Selatan. Polisi kemudian meminta
Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia untuk mengecek kembali nilai agunan kredit
di atas. Hasilnya, agunan itu dinilai Rp 39,9 miliar. Berarti jauh lebih besar dari hasil
penilaian Sucofindo.

Kenyataannya, nasib perkara Buntulan tak kunjung jelas. Berkas perkaranya
sampai tiga kali bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan. Belakangan, kepolisian
malah menghentikan penyidikan perkara tersebut dengan alasan tak cukup bukti.
Penghentian inilah yang dipraperadilankan oleh Hidayat dan kemudian
dimenanginya. Namun, pihak kepolisian bukannya membuka kembali perkara
Buntulan, melainkan malah menyatakan banding atas vonis praperadilan tadi,

Menurut Sekretaris Dinas Penerangan Kepolisian Daerah Sumatra Selatan,
Komisaris Arum Priyono yang menangani masalah ini mengatakan pihaknya hanya
melanjutkan penyidikannya saja bila pengadilan tinggi juga memutuskan agar perkara
itu dilanjutkan, apalagi ada bukti-bukti baru, tentu pihak kami juga akan melanjutkan
penyidikannya. Sementara itu, Azra'ie K. Rosni, yang kini menggantikan Buntulan,
sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengurusan Piutang Negara di Palembang
menyatakan bahwa proses lelang agunan kredit PT Way Hitam semasa Buntulan
sudah sesuai dengan prosedur. Azra'ie malah mencurigai terjadinya pembengkakan

nilai agunan kredit itu sewaktu kreditnya diproses Bapindo dulu.



Dari contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa penyelesaian sangketa perbankan
khususnya masalah kredit macet melalui peradilan( litigasi ) belum memberikan
keputusan yang terbaik dan adil bagi pihak yang bersangketa,'' selain itu juga hasil
keputusannya menyebabkan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.'?
Sebenarnya sengketa kredit macet yang disebabkan oleh kesalahan atau
ketidaktelitian pihak bank dalam menganalisis kredit, atau ketidakcakapan nasabah
dalam menjalankan usahanya sehingga kredit menjadi sulit ditagih atau menjadi
macet tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih santun.'? Sebab apabila
penyelesaian ini tercapai, maka tidak ada pihak- pihak yang akan dikenakan sanksi
baik secara perdata maupun pidana karena hasil penyelesaiannya akan lebih
menguntungkan kedua belah. Dimana pihak nasabah dapat melunasi kredit macetnya
dengan kebijakan waktu yang diberikan pihak bank dan disatu- sisi pihak bank.
mendapatkan kembali jumlah dana yang diberikan dalam bentuk kredit dari
nasabahnya.l4

Sehingga dalam penyelesaian ini tidak ada pihak yang kalah dan pihak yang
menang. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Palembang berada pada
persimpangan jalan. Transisi dari masyarakat agraris ( pedesaan ) ke masyarakat

industri atau (perkotaan) menyebabkan terjadinya benturan- benturan nilai. Nilai-

:; J.E. Sahetapy. Forum Keadilan No. 4 , Tahun S, Juni 1996.
Ibid

** Insitut Bankir Indonesia, Tahun 1998 Him. 5.

Y Ibid



nilai tradisional yang dipegang teguh oleh generasi dulu mulai luntur, sedangkan
nilai- nilai baru ( modern ) belum sepenuhnya terbentuk dan diterima'®

Pada masa transisi ini cara penyelesaian sangketa tradisional dengan bantuan
pemuka masyarakat, kepala adat dan agama, atau sesepuh keluarga cenderung
terbatas pada sangketa keluarga, perkawinan dan warisan. Pada kelompok masyarakat
dimana sistem tradisional ini melembaga dan membudaya (seperti masyarakat
Sumatera Selatan), peranan figur- figur ini dianggap tidak efektif lagi apalagi untuk
menyelesaikan sangketa- sangketa modern.'®

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa lembaga peradilan sebagai lembaga
penegak hukum modern sedang dilanda “musibah®.!” Saat sekarang, kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat rendah.'®* Rendahnya kepercayaan
masyarakat terlihat dari banyaknya kasus yang diajukan ke Mahkaméh Agung untuk
kasasi. Seperti pada contoh kasus kredit macet yang terjadi pada PT. Way Hitam
terhadap Bank Pembagunan Indonesia ( Bapindo ). Hal ini menunjukkan bahwa
putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dianggap belum merupakan

keputusan yang terbaik dan adil.'®

' Suyud Margono,S.H. ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor:
Ghalia Indonesia : 2004 Him. 84.

' Sutadi Djaya Kusuma , Peluang Penerapan Lembaga Penyelesaian Perkara Alternatif di
Indonesia : Suatu pandangan. Makalah pada Seminar Eksekutif Pengelola Sangketa Lingkungan di
Indonesia. Jakarta , 24 April 1995.

'7 J.E. Sahetapy. Op cit ,1996.
'8 Ahmad Santosa dan TM. Luthfi Yazid. Pembentukan ADR, Tidak Cukup Hanya Dukungan
Budaya hlllgusyawarah. Harian Kompas, 27 Februari 2002.
1bid
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Gambaran diatas mengarah pada dibutuhkannnya suatu cara penyelesaian
sangketa yang efektif, dipercaya, menembus akar permasalahan, dan menyentuh rasa
keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersangketa. Adanya cara penyelesaian
sangketa ini akan mendukung tercapainya dan terpeliharanya masyarakat yang damai
dan tertib serta mengurangi tekanan- tekanan dan konflik dalam masyarakat.?’

Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini, Bank Indonesia berusaha
memberikan solusi yang tepat guna penyelesaian sengketa perbankan yang
senyatanya dapat diselesaikan secara sederhana, murah, dan cepat melalui mediasi
perbankan.?' Hal itu diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia No.
10/1/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBL/2006
Tentang Mediasi Perbankan. Persoalan mengenai mediasi ini sendiri sebenarnya telah
diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitra;se dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, didalam undang-undang tersebut tidak diberikan
pengertian yang jelas dari istilah mediasi maupun mediator.

Terkait dengan mediasi, lembaga yang menangani prosesnya adalah lembaga
independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan dan selambat-lambatnya terbentuk
pada tanggal 31 Desember 2007.%

Namun disadari pula bahwa pembentukan lembaga mediasi perbankan yang

independen oleh asosiasi perbankan membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, untuk

2 Pengusaha Lebih Suka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sangketa. Harian Kompas, 19
Februari 1995, Him. 6.

2! peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PB1/2008 Atas Perubahan Peraturan Bank Indonesia
Nomor : g/S/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

Diakses pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2008 Pada Jam 12.00 WIB
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sementara fungsi mediasi ini akan dihandle oleh Bank Indonesia sampai dengan
lembaga tersebut terbentuk.?

Akan tetapi tidak semua sengketa antara nasabah dan perbankan dapat
diselesaikan lewat Lembaga Mediasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar
suatu sengketa tersebut dapat diajukan ke Lembaga Mediasi.?*

Sebagai salah satu dari empat program yang tergabung dalam Pilar Arsitektur
Perbankan Nasional Indonesia, mediasi perbankan diharapkan dapat menyelesaikan
perselisihan antara bank dan nasabah bank jika perselisihan tersebut tidak dapat
diselesaikan melalui mekanisme pengaduan nasabah. Mengenai siapa yang
melaksanakan fungsi mediasi perbankan kedepannya patut didiskusikan dengan baik,
tidak tertutup kemungkinan bahwa fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh FKDKP
(Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan). '

Dengan adanya penyelesaian sangketa perbankan melalui mediasi diharapkan
keberadaan lembaga tersebut dapat menguntungkan pihak nasabah dan pihak bank
khususnya di Kota Palembang. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian yang
mengikat kedua belah pihak tetapi sifatnya kedua belah pihak sama-sama merasa
tidak dirugikan, atau dengan keberadaan lembaga tersebut dapat menguntungkan
pihak nasabah dan pihak bank. Terutama dalam menyelesaikan permasalahan kredit

macet yang sering terjadi di antara pihak bank dan nasabahnya.?’

2 Djoko Retnadi. Makalah Mediasi Perbankan, Satu Lagi Proteksi Terhadap Nasabah Bank,
Jakarta, 2006.

2 .
Op cit
% Prof. Dr. Remy Sjahdeini S.H., Hukum Kepailitan. Pustaka Utama Grafiti. 2002. Him. 151.
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba mengkaji secara mendalam
mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi perbanka.n26 dimana penyelesaian
sangketanya dapat diselesaikan secara sederhana, murah, dan cepat sehingga
dianggap dapat menembus akar permasalahan, dan menyentuh rasa keadilan dan
kemanusiaan pihak yang bersangketa.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan yang
berjudul :
"PERANAN MEDIASI PERBANKAN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT

MACET DI PALEMBANG”

B. Permasalahan
Diatas telah dikemukakan apa yang menjadi latar belakang penulis dalam

menyusun skripsi ini, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini

adalah :
1. Bagaimana efektifitas keberadaan Lembaga Mediasi Perbankan dalam
menyelesaikan kredit macet di Palembang?
2. Bagaimana proses penyelesaian sangketa perbankan khususnya kredit
macet melalui Mediasi Perbankan di Palembang?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penyelesaian kredit

macet melalui mediasi perbankan di Palembang?

* Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PB1/2006 Tentang Mediasi Perbankan.
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C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi tersebut, penulis akan menjelaskan hal-hal yang
berhubungan dengan judul skripsi yang penulis buat, yaitu peranan mediasi
perbankan dalam mengatasi kredit macet di Palembang. Kemudian penulis akan
memberikan pembahasan secara lebih terperinci sekaligus sebagai jawaban terhadap
permasalahan yang berkenaan dengan efektifitas keberadaan Lembaga Mediasi
Perbankan dalam menyelesaikan kredit macet di Palembang, proses penyelesaian
sangketa perbankan melalui mediasi perbankan ,dan hambatan-hambatan apa saja

yang timbul dalam penyelesaian kredit macet tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang penulis akan bahas dalam skripsi ini maka
tujuan penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas keberadaan lembaga perbankan
dalam menyelesaikan kredit macet di Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sangketa kredit macet
melalui mediasi perbankan
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam

penyelesaian kredit macet di Palembang.

Manfaat Penelitian 7S ' 5y

Selanjutnya manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah: | b(‘w‘ 14 % g

1.Secara Teoritis e i
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan
perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan.
2.Secara Praktis

Dapat menambah pengetahuan mengenai penyelesaian kredit macet di bidang
perbankan selain melalui Litigasi juga bisa melalui Mediasi perbankan (Non Litigasi)
yang mekanismenya lebih murah, tidak berlarut-larut, dan sangat sederhana

pelaksanaannya .

E.Metode Penelitian
1.Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum
empiris ( lapangan ) yang didukung oleh penelitan hukum normatif ( kepustakaan ).
Penelitian yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji,
mempelajari teori-teori, konsep-konsep, doktrin dan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pokok- pokok masalah.
2.Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yakni melalui

wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.?’

b. Data Sekunder

%7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul Pers 1986, Him. 10.
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Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan yang terdiri atas bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan
dengan masalah penyelesaian sangketa perbankan melalui non litigasi khususnya
mediasi perbankan.

c. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, meliputi koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah,
internet, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis akan mengadakan penelitian di Bank
Indonesia Cabang Kota Palembang yang kemudian diteruskan dengan penarikan
sampel di bank- bank yang berada di Kota Palembang, seperti ba;lk BTN dan Bank
Sumsel Cabang Kota Palembang.

4. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah pejabat dari Bank- bank yang berkaitan
dengan permasalahan yang diangkat dan diteliti oleh penulis.
5. Metode Penarikan Sampel

Dalam metode penarikan sampel dalam skripsi ini diambil berdasarkan metode
purposive sampling yaitu sampel ditentukan mempunyai hubungan yang erat dengan

masalah yang akan diteliti atau dilakukan secara sengaja.”®

28 Burhan Ashrofa, Metode penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 1996 ,HIm. 92.
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F.Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Kepustakaan

Data. yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya akan berupa data data
sekunder. Penelitian pustaka (library research) yaitu mempelajari teori-teori hukum ,
asas- asas hukum, doktrin- doktrin hukum, dan pemikiran hukum konseptual, yang
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-
undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum, dan karya tulis ilmiah dibidang
hukum lainnya.
2. Studi Lapangan

Dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara yang bersifat
terbuka, sehingga responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaannya

sendiri.

G.Analis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalis dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang
lebar kemudian menjadi data yang ringkas dan sistematis. Untuk data sekunder
dianalisis dengan menggunakan pendekatan kajian isi (content analisys). Analis
tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga diharapkan dari hasil analisis
data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang akan menjawab

permasalahan sekaligus untuk menarik suatu kesimpulan.
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